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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana pemberlakuan 
ketentuan-ketentuan pidana di bidang 
administrasi kependudukan menurut Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Jenis-
jenis tindak pidana di bidang adminsitrasi 
kependudukan yang dapat dikenakan sanksi 
pidana apabila dilakukan oleh setiap 
orang/penduduk, badan hukum, pejabat dan 
petugas pada penyelenggara dan instansi 
pelaksana, meliputi tindakan: dengan sengaja 
melakukan pemalsuan surat dan/atau dokumen 
atau mengubah, menambah, atau mengurangi 
isi elemen data pada dokumen kependudukan 
dan mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga 
atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu 
Keluarga (KK) atau untuk memiliki KTP (Kartu 
Tanda Penduduk) lebih dari satu. Tanpa hak 
mengakses database kependudukan atau 
menyebarluaskan Data Kependudukan dan 
mencetak, menerbitkan, dan/atau 
mendistribusikan blangko Dokumen 
Kependudukan termasuk Pejabat dan petugas 
pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi 
Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang 
memerintahkan dan/atau memfasilitasi 
dan/atau melakukan pungutan biaya kepada 
Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan 
Dokumen Kependudukan. 
Kata kunci: Ketentuan-Ketentuan Pidana, 
Administrasi Kependudukan. 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap 
pelaku tindak pidana di bidang administrasi 
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kependudukan merupakan bagian dari 
penegakan hukum, khususnya hukum pidana 
untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan dari kemungkinan terjadinya 
tindak pidana sebagaimana diatur dalam 
ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-
undang ini. 

Ancaman sanksi pidana diberlakukan untuk 
mencegah terjadinya perbuatan pidana di 
bidang adminsitrasi kependudukan dan sebagai 
bentuk penghukuman apabila terjadi 
pelanggaran atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan yang berguna untuk 
memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi 
pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan 
pidana yang sama. 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan, Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan 
dimaksudkan untuk:  
1. Terselenggaranya Administrasi 

Kependudukan dalam skala nasional yang 
terpadu dan tertib;  

2. Terselenggaranya Administrasi 
Kependudukan yang bersifat universal, 
permanen, wajib, dan berkelanjutan;  

3. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang 
Administrasi Kependudukan dengan 
pelayanan yang profesional; dan  

4. Tersedianya data dan informasi secara 
nasional mengenai Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil pada berbagai 
tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, 
dan mudah diakses sehingga menjadi acuan 
bagi perumusan kebijakan dan 
pembangunan pada umumnya. 
Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan 
kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan 
Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, 
Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen 
Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam 
Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, 
dan perlindungan terhadap Data Pribadi 
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Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan 
Undang-Undang ini dari kemungkinan 
pelanggaran, baik administratif maupun 
ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur 
juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan 
serta pengaturan mengenai Sanksi 
Administratif dan Ketentuan Pidana.3 

Pelanggaran atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, seperti pemalsuan data dapat 
menyebabkan dokumen kependudukan tidak 
dapat dijadikan bukti yang sah untuk 
melakukan pengadministrasian dan pencatatan 
sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 
berlaku. Oleh karena itu pemberlakuan sanksi 
pidana merupakan upaya untuk menjaga agar 
dokumen kependudukan didasarkan pada data-
data yang akurat, jelas dan lengkap sehingga 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan 
yang dapat dikenakan sanksi pidana di bidang 
administrasi kependudukan, maka terhadap 
pelaku tindak pidana perlu dilakukan proses 
peradilan pidana, melalui tahap penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
muka pengadilan. Pemeriksaan di muka 
pengadilan dilakukan untuk mengungkapkan 
kebenaran telah terjadinya tindak pidana. 

Pembuktian telah terjadinya tindak pidana 
di bidang administrasi kependudukan 
didasarkan pada alat bukti yang ada dan 
berdasarkan keyakinan hakim. Apabila dapat 
dibuktikan telah terjadi tindak pidana, maka 
sesuai dengan bentuk-bentuk tindak pidana 
yang telah terbukti di persidangan terdakwa 
dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan 
perbuatan pidana yang dilakukan melalui 
putusan pengadilan.  
 
B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan-
ketentuan pidana di bidang administrasi 
kependudukan menurut Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan. 

 

                                                           
3

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan I. Umum. 

C. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian hukum yang akan 

digunakan dalam penulisan ini, ialah metode 
penelitian hukum normatif. Bahan-bahan 
hukum diidentifikasi dan diinventarisir melalui 
studi kepustakaan.  
 
PEMBAHASAN 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, mengatur mengenai Jenis-jenis 
tindak pidana di bidang adminsitrasi 
kependudukan dalam Pasal 93 sampai dengan 
Pasal 99. 

Perbuatan-perbuatan yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana 
administrasi kependudukan adalah sebagai 
berikut: 
1. Setiap Penduduk yang dengan sengaja 

memalsukan surat dan/atau dokumen 
kepada Instansi Pelaksana dalam 
melaporkan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam 
Pasal 93 Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan. 
Pemalsuan, falsificatie, vervalsing, yaitu: 
perbuatan mengubah atau meniru dengan 
menggunakan tipu muslihat sehingga 
menyerupai aslinya.4  Palsu; 1) Tidak tulen; 
tidak sah; lancing; 2) sumbang; 3) Tiruan, 
gadungan; 4) Curang; tidak jujur.5 Pemalsuan 
berasal dari kata dasar Palsu yang dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya 
tiruan.6  

2. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau 
memfasilitasi dan/atau melakukan 
manipulasi Data Kependudukan dan/atau 
elemen data Penduduk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 yang menyatakan: 
“Setiap orang dilarang memerintahkan 
dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan 
manipulasi Data Kependudukan dan/atau 
elemen data Penduduk”, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
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Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan. 

3. Setiap orang yang tanpa hak mengakses 
database kependudukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau 
Pasal 86 ayat (1) sebagaimana diatur dalam 
Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 

4. Setiap orang yang tanpa hak 
menyebarluaskan Data Kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 
(3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 86 ayat (1a)  sebagaimana 
diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan. 

5. Setiap pejabat dan petugas pada 
desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi 
Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang 
memerintahkan dan/atau memfasilitasi 
dan/atau melakukan pungutan biaya kepada 
Penduduk dalam pengurusan dan 
penerbitan Dokumen Kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A 
sebagaimana diatur dalam Pasal 95B 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 

6. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa 
hak mencetak, menerbitkan, dan/atau 
mendistribusikan blangko Dokumen 
Kependudukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf (f) dan huruf (g) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 

7. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa 
hak mencetak, menerbitkan, dan/atau 
mendistribusikan Dokumen Kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(1) huruf (c) sebagaimana diatur dalam Pasal 
96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 

8. Setiap Penduduk yang dengan sengaja 
mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga 
atau anggota keluarga lebih dari satu KK 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 
(1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 
(6) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan, 

Pasal 98 ayat: 
(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada 

Penyelenggara dan Instansi Pelaksana 
melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, 
pejabat yang bersangkutan dipidana 
dengan pidana yang sama ditambah 1/3 
(satu pertiga).  

(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada 
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana 
membantu melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, 
pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai 
dengan ketentuan undang-undang.  

  
Pasal 99: Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, 
Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana 
Administrasi Kependudukan, sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum 
yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 
93 sampai dengan 99 Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan, maka 
dapat dipahami tindak pidana administrasi dan 
kependudukan dapat saja dilakukan oleh: 
setiap orang/penduduk, badan hukum, Pejabat 
dan petugas pada penyelenggara dan instansi 
pelaksana. 

Jenis-jenis tindak pidana administrasi dan 
kependudukan yang dilakukan dengan sengaja 
atau tanpa hak terdiri dari: 
1. Dengan sengaja melakukan pemalsuan surat 

dan/atau dokumen; 
2. Memerintahkan dan/atau memfasilitasi 

dan/atau melakukan manipulasi Data 
Kependudukan dan/atau elemen data 
Penduduk; 

3. Setiap orang yang tanpa hak mengakses 
database kependudukan; 
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4.  Setiap orang yang tanpa hak 
menyebarluaskan Data Kependudukan;  

5. Setiap pejabat dan petugas pada 
desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi 
Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang 
memerintahkan dan/atau memfasilitasi 
dan/atau melakukan pungutan biaya kepada 
Penduduk dalam pengurusan dan 
penerbitan Dokumen Kependudukan ; 

6. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa 
hak mencetak, menerbitkan, dan/atau 
mendistribusikan blangko Dokumen 
Kependudukan;  

7. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa 
hak mencetak, menerbitkan, dan/atau 
mendistribusikan Dokumen Kependudukan;  

8. Setiap Penduduk yang dengan sengaja 
mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga 
atau anggota keluarga lebih dari satu KK 
atau untuk memiliki KTP lebih dari satu;  
Pejabat dan petugas pada Penyelenggara 

dan Instansi Pelaksana melakukan tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 
dengan sengaja memalsukan surat dan/atau 
dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam 
melaporkan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting dan memerintahkan dan/atau 
memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi 
Data Kependudukan dan/atau elemen data 
Penduduk, sebagaimana dimaksud Pasal 94 dan 
Pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan 
Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana 
dipidana dengan pidana yang sama ditambah 
1/3 (satu pertiga).  

Apabila pejabat yang tanpa hak mengakses 
database kependudukan, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 95, pejabat yang dan setiap 
pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, 
kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi 
Pelaksana yang memerintahkan dan/atau 
memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan 
biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan 
penerbitan Dokumen Kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 95B, maka 
dalam hal pejabat dan petugas pada 
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana 
membantu melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat 
yang bersangkutan dipidana sesuai dengan 
ketentuan undang-undang.  

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, Pasal 99: Tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 
94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah 
tindak pidana Administrasi Kependudukan.  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), mengatur dalam Bab XII 
mengenai Pemalsuan Surat, sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 263 ayat: 
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau 

memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau 
pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada 
sesuatu hal dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat 
tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak 
dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut 
dapat menimbulkan kerugian, karena 
pemalsuan surat, dengan pidana penjara 
paling lama enam tahun. 

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang 
siapa dengan sengaja memakai surat palsu 
atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan 
kerugian. 

Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang 
mengandung unsur-unsur perbuatan yang 
dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa 
yang menimbulkan peritiwa itu dapat dikenai 
sanksi pidana (hukuman). Unsur-unsur 
peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, 
yaitu segi objektif dan segi subjektif.7 
1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, 

peristiwa pidana adalah perbuatan yang 
melawan hukum yang sedang berlaku, 
akibat perbuatan itu dilarang dan diancam 
dengan hukuman; 

2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah 
perbuatan yang dilakukan seseorang secara 
salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah 
yang mengakibatkan terjadinya peristiwa 
pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat 
atau kehendak si pelaku. Jadi perbuatan itu 
telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-
undang dan diancam dengan hukuman. Jadi 
memang ada unsur kesengajaan.8 

                                                           
7
Yulies Tiena Masriani, Op.Cit, hal. 62. 

8
 Ibid, hal. 63. 
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Suatu peristiwa agar dapat dikatakan 
sebagai suatu peristiwa pidana harus memnuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
atau sekelompok orang; 

b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang 
dirumuskan dalam undang-undang. 
Pelakunya harus telah melakukan suatu 
kesalahan  dan harus 
mempertangggungjawabkan perbuatannya; 

c. Harus ada kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, jadi perbuatan itu 
memang dapat dibuktikan sebagai suatu 
perbuatan yang melanggar ketentuan 
hukum; 

d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan 
kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar 
itu mencantumkan sanksinya. 

Hukum bekerja dengan cara mengatur 
perbuatan seseorang atau hubungan antara 
orang-orang dalam masyarakat. Untuk 
keperluan pengaturan tersebut, maka hukum 
menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai 
fungsinya yaitu:  
1. Pembuatan norma-norma, baik yang 

memberikan peruntukan maupun yang 
menentukan hubungan antara orang dengan 
orang;  

2. Penyelesaian sengketa-sengketa;  
3. Menjamin kelangsungan kehidupan 

masyarakat, yaitu dalam hal terjadi 
perubahan-perubahan.9 
Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara 

hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, 
atau peraturan perundang-undangan, juga 
aparatur pengemban dan penegak hukum yang 
professional, berintegritas, dan disiplin yang 
didukung oleh sarana dan prasarana hukum 
serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena 
itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk 
Negara Indonesia harus memiliki 
lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang 
berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah 
Kejaksaan Republik Indonesia, disamping 
Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah 
Agung, dan bahkan Advokat/Penasehat 
Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang 

                                                           
9
Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu 

Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di 
Indonesia, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 
2009, hal. 111. 

secara universal melaksanakan penegakkan 
hukum.10 

Hukum adalah produk pemerintah atau 
penyelenggara negara atau lembaga yang 
memiliki wewenang untuk itu yang kemudian 
menjadi hukum positif atau peraturan yang 
mengikat kehidupan masyarakat dalam 
aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. 
Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah 
terjadinya tindakan kriminal atau mengatur 
hubungan antarindividu sehingga dengan 
adanya hukum itu, gejolak sosial dan 
mobilitasnya dapat dikendalikan.11 

Sebagai upaya hukum untuk melakukan 
pencegahan terjadinya tindak pidana di bidang 
administrasi dan kependudukan, maka 
diperlukan koordinasi pengawasan atas 
penyelenggaraan administrasi kependudukan 
oleh pejabat yang dtelah diberikan kewenangan 
melakukan pengawasan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, 
yaitu: 
1. Pemerintah melalui Menteri berwenang 

menyelenggarakan Administrasi 
Kependudukan secara nasional; 

2. Pemerintah provinsi berkewajiban dan 
bertanggung jawab menyelenggarakan 
urusan Administrasi Kependudukan 
(Gubernur); 

3. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban 
dan bertanggung jawab menyelenggarakan 
urusan Administrasi Kependudukan (Bupati 
dan Walikota). 
Indonesia adalah negara hukum, dan salah 

satu unsur negara hukum yaitu adanya 
pembagian kekuasaan dalam negara 
pembagian hukum, sebagaimana dikemukakan 
Sri Soemantri M, bahwa ada 4 unsur penting 
dari negara hukum Indonesia sebagai berikut: 
1. Pemerintahan (dalam arti luas) dalam 

melaksanakan tugas kewajibannya harus 
berdasarkan hukum baik yang tertulis 
maupun yang tidak tertulis; 

                                                           
10

Marwan Efendi, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari 
Perspektif Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
2005, hal. 2. 
11

 Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. l. 
Pustaka Setia. Bandung. 2012,    hal. 19. 
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2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi 
manusia (dan warganya); 

3. Adanya pengawasan peradilan (oleh badan-
badan peradilan); 

4. Adanya pembagian kekuasaan (distribution 
of powers) dalam negara.12 
Jika pemerintah tidak memiliki legalitas 

untuk melakukan suatu tindakan, berarti 
pemerintah tidak boleh bertindak untuk 
menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik 
penyelenggaraan negara modern dewasa ini, 
keadaaan seperti ini tentu saja tidak boleh 
terjadi karena hal itu akan menimbulkan 
masalah yang sangat serius bagi kelangsungan 
hidup (eksistensi) bangsa dan negara.13 

Pelayanan dalam pemerintahan adalah 
sama apa yang diinginkan oleh rakyat dengan 
apa yang diberikan oleh pemerintah, jadi kalau 
rakyat menginginkan pelayanan itu dengan 
biaya murah dengan waktu pengerjaan cepat 
dan dengan mutu yang bagus, maka 
pemerintah tidak seharusnya mengeluarkan 
berbagai surat izin seperti SIM, KTP, IMB. Akta 
Kelahiran dengan biaya mahal, pengerjaan yang 
tidak pernah selesai dan mutu yang buruk. 
Tetapi sudah barang tentu tidak seluruh 
permintaan masyarakat harus dilayani seperti 
keinginan untuk hidup bebas, pernikahan 
sejenis, prostitusi, perjudian dan lain-lain 
dekadensi moral, karena akan menimbulkan 
yang namanya fasiq. Jadi pelayanan hanya 
boleh ditujukan kepada masyarakat yang baik 
dan benar agar positif akhirnya misalnya 
pemerintah membuat departemen sosial untuk 
melayani anak yatim piatu, orang tua jompo 
dan para gelandangan yang tidak memiliki 
rumah (tuna wisma).14 

Penjelasan atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik I. Umum, menjelaskan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

                                                           
12

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Pemerintahan 
Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004), Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006, 
hal. 32. 
13

Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan 
Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 
Erlangga, Jakarta. 2010, hal. 36. 
14

Inu Kencana Syafiie, Etika Pemerintahan: Dari 
Keseimbangan Good Governance Dengan Clean 
Government Sampai Pada State of The Art Ilmu 
Pemerintahan Dalam Mengubah Pemerintah Biadan 
Menjadi Pemerintah Beradab, Edis Revisi PT. Rineka Cipta, 
Jakarta, 2011, hal. 167. 

Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan bahwa tujuan didirikan 
Negara Republik Indonesia, antara lain adalah 
untuk memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat 
tersebut mengandung makna negara 
berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap 
warga negara melalui suatu sistem 
pemerintahan yang mendukung terciptanya 
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima 
dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan 
hak sipil setiap warga negara atas barang 
publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.  

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan 
publik masih dihadapkan pada kondisi yang 
belum sesuai dengan kebutuhan dan 
perubahan di berbagai bidang kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal 
tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan 
untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai 
yang berdimensi luas serta dampak berbagai 
masalah pembangunan yang kompleks. 
Sementara itu, tatanan baru masyarakat 
Indonesia dihadapkan pada harapan dan 
tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di 
bidang ilmu pengetahuan, informasi, 
komunikasi, transportasi, investasi, dan 
perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat 
yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu 
disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan 
yang terus-menerus dan berkesinambungan 
dalam berbagai aspek pembangunan untuk 
membangun kepercayaan masyarakat guna 
mewujudkan tujuan pembangunan nasional.  

Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem 
pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan 
acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak 
asasi manusia sebagaimana diamanatkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan 
sehingga masyarakat memperoleh pelayanan 
sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan 
nasional. Dengan mempertimbangkan hal di 
atas, diperlukan undang-undang tentang 
pelayanan publik.15 

Hukum adalah menetapkan sesuatu  yang 
lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh 
dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang 
dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu 
perbuatan yang terlarang berikut berbagai 
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Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik I. Umum. 
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aklibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum 
adalah peraturan mengenai tingkah laku 
manusia dalam pergaulan masyarakat. 
Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi 
yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat 
sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah 
peraturan dan ketentuan yang mengandung 
perintah, larangan dan kebolehan yang harus 
ditaati oleh setiap orang.16 

Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik I. Umum, maka 
dapat dipahami konsepsi sistem pelayanan 
publik, khususnya di bidang administrasi 
kependudukan harus dilaksanakan oleh: 
1. Suatu sistem pemerintahan yang 

mendukung terciptanya penyelenggaraan 
pelayanan publik yang prima dalam rangka 
memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil 
setiap warga negara atas barang publik, jasa 
publik, dan pelayanan administratif.  

2. sistem pelayanan publik didasarkan pada 
nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang 
mampu mewujudkan hak asasi manusia 
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, sehingga masyarakat memperoleh 
pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-
cita tujuan nasional. 

 
PENUTUP 

Jenis-jenis tindak pidana di bidang 
adminsitrasi kependudukan yang dapat 
dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh 
setiap orang/penduduk, badan hukum, pejabat 
dan petugas pada penyelenggara dan instansi 
pelaksana, meliputi tindakan: dengan sengaja 
melakukan pemalsuan surat dan/atau dokumen 
atau mengubah, menambah, atau mengurangi 
isi elemen data pada dokumen kependudukan 
dan mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga 
atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu 
Keluarga (KK) atau untuk memiliki KTP (Kartu 
Tanda Penduduk) lebih dari satu. Tanpa hak 
mengakses database kependudukan atau 
menyebarluaskan Data Kependudukan dan 
mencetak, menerbitkan, dan/atau 
mendistribusikan blangko Dokumen 
Kependudukan termasuk Pejabat dan petugas 
pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi 

                                                           
16

 Wawan Muhwan Hariri, Op.Cit hal. 20. 

Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang 
memerintahkan dan/atau memfasilitasi 
dan/atau melakukan pungutan biaya kepada 
Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan 
Dokumen Kependudukan.  Untuk 
mencegah terjadinya jenis-jenis tindak pidana 
di bidang adminsitrasi kependudukan, maka 
diperlukan koordinasi untuk melakukan 
pengawasan atas penyelenggaraan administrasi 
kependudukan oleh pemerintah, pemerintah 
provinsi dan kebupaten kota sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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